
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) DI DESA 

PUTAK KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN 

MUARA ENIM TAHUN 2015 

 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan 

Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1 

Ilmu Administrasi Negara 

 

 

 

 

Oleh : 

 

Isdeli Pratama 

NIM. 07011281419202 

 

Konsentrasi Administrasi Keuangan Publik 

 

 

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS SRIWIJAYA 

Indralaya, Ogan Ilir 

Agustus 2018 



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



iv 

 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

“Teruslah berusaha dan berjuang sekuat tenagamu sembari kau iringi 

dengan do’a, tapi ingatlah manusia hanya bisa berusaha dan berdo’a 

hanya Tuhanlah yang menentukan segalanya.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skripsi ini kupersembahkan untuk: 

Kedua Orang Tuaku Bapak Ismail dan Ibu Elita 

Keluarga Besarku 

Sahabat-sahabat terbaikku 

Almamaterku 

 

 

 



v 

 

KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas 

limpahan rahmat dan karunianya jualah skripsi ini dapat selesai. Adapun tujuan dari 

penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi syarat menyelesaikan studi strata 1 (S1) 

jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan untuk 

menerapkan ilmu-ilmu yang telah didapatkan selama menjadi mahasiswa. Skripsi ini berisi 

penelitian tentang Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDesa) di Desa Putak Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim tahun 2015. 

Skripsi ini juga membahas tentang efektif atau tidaknya pengelolaan APBDesa di Desa 

Putak Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim tahun 2015 yang dilakukan oleh 

Pemerintah Desa Putak. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai 

pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Kedua Orang Tuaku dan segenap Keluarga besar yang telah banyak membantu baik 

bantuan berupa do’a, dukungan maupun finansial; 

2. Bapak Prof. Dr. Kiagus M. Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan 

banyak masukan untuk pembuatan skripsi ini; 

3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos, M.P.A selaku Ketua Jurusan Ilmu 

Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya 

sekaligus Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan pengarahan 

dalam pembuatan skripsi ini; 

4. Ibu Ermanovida, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah banyak 

membantu dalam hal pelayanan administrasi; 

5. Ibu Dwi Mirani, S.IP, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang juga telah 

banyak membantu memberikan saran, masukan dan arahan untuk pembuatan 

skripsi ini; 

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah banyak 

memberikan ilmu pengetahuan; 

7. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Sriwijaya yang telah banyak membantu dalam pelayanan administrasi; 

8. Teman-teman Seperjuangan yang telah banyak memberikan suport dalam 

menyelesaikan skripsi ini; 

Dengan penelitian dan penyusunan skripsi yang telah penulis lakukan, diharapkan 

agar hasil dari penelitian ini dapat memberikan banyak manfaat bagi pembaca terutama 

manfaat informasi dan/atau ilmu pengetahuan tentang pengelolaan APBDesa.  

 

Indralaya,  Juni 2018 

Penulis 

 

 

 

Isdeli Pratama 



ABSTRAK

Efektivitas Pengelolawr Auggaran Peudapatan dan Betaoja Desa (APBDesa) di
Desa Putak Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 berpedoman pada

beberapa peraturan perundang-undangan yang berlakru seperti Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa, Ferahran Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 26 Talrun 2015 tentang
Tata Cara Penetapan dan Pembagian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Muara Enim
Tatrun Anggaran 2015. Terdapat beberapa masalah yang terjadi di Desa Putak antam lain
Desa Putak tidak memiliki kantor desa sebagai pusat pelayanan masyarakat desa, terlalu
besarnya anggaran yang dihabiskan mtuk perjalanan dinas aparatur desa dan tidakjelamya
beberapa aset desa yang dibeli melalui APBDesa Putak tahun 2015. Perclitim ioi
bertujuan untuk mengetahui efeltivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDesa) di Desa Putak Kecanratan Celumbang Kabupaten Muara Enim tatrun
2015. Pe,lrelitian ini menggunakan metode pe,nelitian kuatihtif. Teknik pengumpulm data
yaitu wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah
teori efet*ivitas orgiinisasi dari l{attarii drui Lubis yaitu pendekatari susbef, p€ruflekffen
proses dan pe,ndekatan sasararl Hasil analisis dalam penelitian ini dapat dikatakan belum
efektif karena masih terdapat beberapa permasalahan yaog terjadi dalam pengelolaan
APBDesa Putak, antara lain kurangnya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan
APBDesq kurangnya perencannn pembangunan prasarana penrmjang APBDesa dan

hrang jelasnya beberapa aset desa yang dibeli melalui APBDesa Putak tahun 2015.
Dengan Penelitim ini diharapkan agar kedepannya pengelolaan APBDesa dapat bujalan
dengan baik, sehingga dampak dai penglolam APBDesa dapat dirasakan oleh setiap
lapism masyarak*desa.

Krtr kunci: Efektivites Pengel,o}ren , Keurngen Ilese, APBDose
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ABSTRACT

The effeetiveness af the manergemcnt of Revemie and Expenditure Budget Viltage

(APBDesa) in Putak Village, Gelumbang Sub-district, Muara Enim Regency in 2015 is
guided by several laws and regulations, such as Law Number 6 Year 2AI4 on Yillage,

kegulation of the Minister of Home Affairs Number I I 3 year 2014 on Yillage Finance and

Regulation of Muara Enim Regent Number 26 Year 2Al5 on Procedures for Determination

and Distribution of Village Funds Each Village in Muara Enim District Budget Year 2015.

There are several problems that occur in Putak Village, among others, Putak Village has

no village ffice as village community service center, too much budget spent on the oficial
appwai* of the village and unclear some of the village sssets purchased through

ipnOesa Putak in 2015. This research aims to determine the ffictiveness af the

management of Revenue and Expenditure Budget Village (APBDesa) in Putak Village

Gelambarug Distriet Muara Eniw Distriet in 2015. This researeh uses qualitative re,seoreh

methods. Data collection techniques are in-depth interviews, observatian and

documentation. The theory used is organizatianal ffictiveness theory from Martani and
Lwbis that is souree approach, proeess appro*eh and target approach. The results ofthe
analysis in this research can be said not ffictive because there are still some problems

that occur in the management of APBDesa Putah among others, lack of facilities and

infrastructure supporting the management of APBDesa, lack of ptanning infrastructure

development support APBDesa and less clear some village assets purchased through

APBDesa Putak 2015. With this research is expected to the future morutgement of
APBDesa can run well, so that the impact msnagement of APBDesa can be felt by every

lqter af village community.

Keywords : Effectiveness of Budg-et Managernent, Yillage Fiaance, APBDesa
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Desa merupakan kesatuan masyarakat dalam lingkup suatu wilayah tertentu yang 

memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri 

berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan 

Nasional dan berada diwilayah suatu kabupaten atau kota.  

Setiap desa berfungsi sebagai ujung tombak didalam melaksanakan pembangunan 

dibidang pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan dan tugas-tugas 

pembantuan yang merupakan pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama 

lain yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat.  

Pada dasarnya, setiap desa memiliki kewenangan sendiri yang didasarkan atas 

otonomi daerah yang dimiliki setiap Kabupaten/Kota. Otonomi daerah yang dimiliki oleh 

Kabupaten/Kota selanjutnya diteruskan ke Desa dalam rangka mewujudkan sistem 

desentralisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pemberian 

kewenangan otonomi daerah kepada Kabupaten/Kota didasarkan atas desentralisasi dalam 

wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi daerah merupakan hak, 

wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Adapun tujuan dari otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 

2014, yaitu : 1) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat didaerah kekuasaannya, 2) 

untuk meningkatkan pelayanan umum didaerah kekuasaannya dan 3) untuk meningkatkan 

daya saing daerah.  

Berdasarkan asas desentralisasi yang mengisyaratkan penerapan otonomi daerah, 

membuat tidak hanya daerah Kabupaten/Kota maupun Provinsi yang dapat mengurus 
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daerahnya sendiri, melainkan berdampak pada desa yang juga mempunyai kewenangan 

yang sama. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Desa merupakan kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul dan/ atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Sejalan dengan hadirnya otonomi daerah yang merujuk pula pada otonomi desa, 

demi menjadikan desa sebagai wilayah yang mandiri dan mampu memenuhi kebutuhannya 

sendiri serta menjadi garda terdepan dalam pemberian pelayanan terbaik kepada 

masyarakat secara langsung, peran pemerintah desa menjadi sangat penting. Hal ini karena, 

sukses atau tidaknya pelaksanaan dan pengaplikasian dari otonomi desa tersebut akan 

tergantung dari pemerintah desa dalam menjalankan peran, fungsi dan wewenangnya.   

Mengingat begitu pentingnya peran, fungsi serta wewenang dari pemerintah desa 

dalam membangun Indonesia kedepannya, maka tak salah jika pemerintah pusat membuat 

program khusus untuk desa dan menggelontorkan banyak anggaran demi suksesnya 

pelaksanaan otonomi desa. Pemerintah Pusat melalui Program Nawacita menjadikan desa 

dan daerah pinggiran sebagai salah satu prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan 

kegiatan yang harus dilaksanakan.  

Demi terwujud dan terlaksananya program Nawacita “Membangun Indonesia dari 

Pinggiran dengan Memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”, 

maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah, memberikan pembiayaan-pembiayaan 

kepada masing-masing desa. Pembiayaan-pembiayaan tersebut digunakan sepenuhnya  

untuk pelaksanaan program dan kegiatan desa demi terwujudnya pelaksanaan otonomi 

desa yang baik. 
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Pembiayaan-pembiayaan yang diterima oleh pemerintah desa tersebut selanjutnya 

disebut dengan keuangan desa, dimana menurut UU No 6 tahun 2014 tentang desa, 

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, 

serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak 

dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan 

keuangan desa. 

Terdapat beberapa sumber pendapatan yang diterima oleh pemerintah desa yang 

masuk ke kas desa dan selanjutnya akan menjadi keuangan desa yang dapat digunakan 

untuk mengelola dan melakukan pembiayaan program dan kegiatan yang dilakukan di 

desa. Menurut Permendagri No 113 tahun 2014 tentang Keuangan Desa, sumber-sumber 

pendapatan desa yang sah terdiri dari, 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa) meliputi hasil 

usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, dan lain-lain pendapatan 

asli desa yang sah, 2) Transfer meliputi Dana Desa, bagian hasil pajak daerah 

Kabupaten/Kota dan retribusi daerah, Alokasi Dana Desa, bantuan keuangan dari APBD 

Provinsi, dan bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota, 3) Pendapatan lainnya 

meliputi hibah dan/atau sumbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. 

Sumber–sumber pendapatan desa yang telah diterima oleh desa selanjutnya akan 

dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). APBDesa ditetapkan 

oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), melalui Musyawarah 

Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) setiap tahunnya yang kemudian akan 

menjadi peraturan desa.  

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014, APBDesa berisikan beberapa 

unsur didalamnya, seperti pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. APBDesa 

yang telah disetujui selanjutnya akan menjadi peraturan desa dan diserahkan ke Bupati 

melalui Camat. Besaran anggaran yang diterima dalam APBDesa setiap desa di Indonesia 
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tentunya berbeda, hal ini karena tergantung pada beberapa poin dan/atau aspek pendapatan 

desa yang dimiliki setiap desa. Jumlah besaran pendapatan dalam APBDesa setiap desa 

berbeda-beda setiap desanya, yang membuat pembuatan APBDesa akan tergantung dari 

pendapatan yang diterima oleh desa tersebut.  

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia, 

dimana provinsi ini merupakan daerah otonom yang telah menggunakan wewenangnya 

untuk bisa mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan ketentuan dan 

peraturan perundangan yang berlaku. Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 17 

Kabupaten/Kota yang mana setiap Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah Provinsi 

Sumatera Selatan telah menerapkan asas desentralisasi yang merujuk pada otonomi daerah. 

Selain wilayah Kabupaten/Kota, Provinsi Sumatera Selatan juga ikut serta dalam 

pelaksanaan otonomi daerah diwilayah pedesaan.  

Dapat diketahui bahwa Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 2.859 desa yang 

tersebar kedalam 14 Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ikut serta 

dalam pelaksanaan otonomi desa, dimana Provinsi Sumatera Selatan memberikan bantuan-

bantuan baik bantuan secara langsung kedesa atau melalui Kabupaten/Kota. 

Salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Selatan adalah Kabupaten 

Muara Enim. Kabupaten Muara Enim adalah salah satu daerah otonom yang telah 

melaksanakan dan menjalankan prinsip-prinsip otonomi daerah dan berperan aktif dalam 

membantu desa, dimana pemerintah Kabupaten Muara Enim berusaha mengoptimalkan 

peran serta jajaran aparatur pemerintahan desa dalam lingkup Kabupaten Muara Enim 

untuk melaksanakan peran pentingnya dalam menjalankan dan mengelola potensi desa 

yang ada dimasing-masing desa di wilayah Kabupaten Muara Enim. 

Wilayah Kabupaten Muara Enim terdiri dari 245 Desa yang termaktub dalam 20 

Kecamatan. Adapun Kecamatan-Kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten 
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Muara Enim antara lain, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan 

Rambang Dangku, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Gelumbang, Kecamatan 

Lawang Kidul, Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Semende Darat Tengah, 

Kecamatan Semende Darat Ulu, Kecamatan Ujanmas, Kecamatan Lubai, Kecamatan 

Rambang, Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Lembak, Kecamatan Benakat, Kecamatan 

Kelekar, Kecamatan Muara Belida, Kecamatan Belimbing, Kecamatan Belida Darat, dan 

Kecamatan Lubai Ulu. 

Kecamatan Gelumbang adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Muara 

Enim dan berada jauh dari pusat Ibukota Kabupaten. Kecamatan Gelumbang terdiri dari 22 

Desa yang telah menerima pembiayaan-pembiayaan untuk melaksanakan otonomi desa. 

Salah satu desa di lingkup Kecamatan Gelumbang yang mendapatkan dan menjalankan 

otonomi desa tersebut adalah Desa Putak.  

Berdasarkan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 26 tahun 2015 tentang Tata Cara 

Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Muara Enim 

Tahun Anggaran 2015, Desa Putak merupakan Desa yang mendapatkan anggaran Dana 

Desa Tertinggi kedua di Kecamatan Gelumbang setelah Desa Suka Menang. Sehingga 

dengan pembiayaan yang lebih tinggi dari desa-desa yang lain tersebut diharapkan 

Pemerintah Desa Putak dapat mengelola dan merealisasikan anggaran yang didapat untuk 

membangun desa, pemanfaatan potensi desa dan pelayanan masyarakat.  

Berikut adalah tabel tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 

dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pemerintah 

Desa Putak tahun anggaran 2015, yang terdapat dalam Peraturan Desa Putak Kecamatan 

Gelumbang Kabupeten Muara Enim nomor 01 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2015.  
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Tabel 1 APBDesa dan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pemerintah Desa Putak  

Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2015. 

Kode 

Reke

ning  

Uraian  Jumlah Anggaran Jumlah Realisasi 

1 Pendapatan     

1 1 Pendapatan Asli Desa Rp 1.000.000 1.000.000 

1 2 Pendapatan Transfer    

1 2 1 Dana Desa (DD) APBN 2015 Rp 278.071.885 278.050.000 

1 2 2 Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 385.261.807,89 385.260.000 

1 2 3 Bantuan Kabupaten Rp 180.600.000 180.600.000 

 Jumlah Pendapatan Rp 844.933.629,89 844.910.000 

2 Belanja     

2 1 
Bidang penyelenggaraan 

Pemerintah Desa 
Rp 180.600.000 180.600.000 

2 2 Operasional Perkantoran    

2 2 1 Belanja Barang dan Jasa  Rp 65.184.000 65.184.000 

2 2 2 Belanja Modal Rp 22.500.000 22.500.000 

2 3 Operasional BPD Rp 28.894.000 28.894.000 

2 4 
Bidang Pelaksanaan Pembangunan 

Desa  
Rp 358.373.000 358.373.000 

2 5 Bidang Pemberdayaan Masyarakat    

2 5 1 Belanja Barang dan Jasa Rp 50.309.000 50.309.000 

2 5 2 PKK Rp 59.500.000 59.500.000 

2 5 3 Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp 39.000.000 39.000.000 

2 5 4  Karang Taruna Rp 13.000.000 13.000.000 

2 5 5 Kelompok Usaha Ternak Rp 27.550.000 27.550.000 

 Jumlah Belanja Rp 844.910.000 844.910.000 

3 Surplus/Defisit Rp 23.692,89 0 

3 1 Pembiayaan     

3 1 1 Silpa Rp 23.692 0 

3 2 Pengeluaran Pembiayaan    

Sumber :Diadopsi dari Peraturan Desa Putak Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara  

   Enim Nomor 1 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  

  tahun Anggaran 2015 

 

Dari tabel 1 diatas, dapat kita lihat bahwa Desa Putak Kecamatan Gelumbang 

Kabupaten Muara Enim pada tahun 2015 mendapatkan pendapatan desa sebesar Rp 

844.933.692,89 yang telah termuat dalam APBDesa. Pada dasarnya anggaran pendapatan 

yang telah diterima setiap pemerintah desa harus digunakan untuk pembangunan desa, 

penuntasan kemiskinan, pelayanan masyarakat dan penyelenggaran kegiatan desa. 

Namun berbeda dengan kenyataan yang terjadi, dengan begitu besarnya anggaran 

yang didapatkan, Pemerintah Desa Putak masih belum bisa mengelola anggaran sesuai 

dengan tujuan dari pengelolaan APBDesa. Hal ini mengakibatkan masih terdapat beberapa 

permasalahan yang terjadi di Desa Putak seperti belum adanya kantor desa sebagai pusat 
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pelayanan masyarakat desa yang seyogyanya dimiliki setiap instansi pemerintahan sebagai 

tempat untuk melakukan kegiatan pelayanan kepada masyarakat, hal ini mengakibatkan 

pelayanan masyarakat dilakukan di rumah pribadi milik pemerintah desa. 

Tabel 2 Kesesuaian Belanja Modal Antara APBDesa dan Realisasi APBDesa Putak Tahun  

 2015 

No. 

Perencanaan Belanja Modal 

dan/ atau Aset Desa dalam 

APBDesa Pemerintah Desa 

Putak Tahun 2015 

Realisasi Belanja Modal dan/ atau Aset Desa 

dalam APBDesa Pemerintah Desa Putak Tahun 

2015 

1 Laptop 
Terdapat pada Laporan Realisasi APBDesa dan ada 

bukti fisik barang 

2 Printer 
Terdapat pada Laporan Realisasi APBDesa dan ada 

bukti fisik barang 

3 Tenda Besi ukuran 6x6 meter  
Terdapat pada Laporan Realisasi APBDesa dan ada 

bukti fisik barang 

4 Mesin Cabut Bulu Ayam 
Terdapat pada Laporan Realisasi APBDesa dan ada 

bukti fisik barang 

5 Mesin Parut Kelapa 
Terdapat pada Laporan Realisasi APBDesa dan ada 

bukti fisik barang 

6 Mesin Bumbu 
Terdapat pada Laporan Realisasi APBDesa dan ada 

bukti fisik barang 

7 Termos Nasi 
Terdapat pada Laporan Realisasi APBDesa dan ada 

bukti fisik barang 

8 Mesin Genset 
Terdapat pada Laporan Realisasi APBDesa dan ada 

bukti fisik barang 

9 Alat Marawis 
Terdapat pada Laporan Realisasi APBDesa dan ada 

bukti fisik barang 

10 Aksesoris Meja Prasmanan 
Terdapat pada Laporan Realisasi APBDesa dan ada 

bukti fisik barang 

11 Sound System 
Terdapat pada Laporan Realisasi APBDesa dan ada 

bukti fisik barang 

12 Kursi Plastik 
Terdapat pada Laporan Realisasi APBDesa dan ada 

bukti fisik barang 

13 Mesin Potong Rumput 
Terdapat pada Laporan Realisasi APBDesa dan ada 

bukti fisik barang 

14 Peralatan Prasmanan 
Terdapat pada Laporan Realisasi APBDesa dan ada 

bukti fisik barang 

15 Aksesoris Tenda  
Terdapat pada Laporan Realisasi APBDesa namun 

tidak ada bukti fisik barang 

16 Buku Bacaan Anak 
Terdapat pada Laporan Realisasi APBDesa namun 

tidak ada bukti fisik barang 

17 Lemari Perpustakaan 
Terdapat pada Laporan Realisasi APBDesa namun 

tidak ada bukti fisik barang 

18 Piring Prasmanan 
Terdapat pada Laporan Realisasi APBDesa namun 

tidak ada bukti fisik barang 

19 Kamera Digital 
Terdapat pada Laporan Realisasi APBDesa namun 

tidak ada bukti fisik barang 

20 Wireless  
Terdapat pada Laporan Realisasi APBDesa namun 

tidak ada bukti fisik barang 

Sumber : Hasil Observasi Awal Penelitian 
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Dari tabel 2 diatas, dapat diketahui bahwa terdapat barang-barang yang 

direncanakan dan direalisasikan melalui APBDesa Putak tahun 2015, namun dari beberapa 

barang tersebut terdapat barang yang hanya berupa rencana dan laporan namun tidak ada 

bukti fisik barang. Beberapa barang yang dimaksud antara lain aksesoris tenda, buku 

bacaan anak, lemari perpustakaan, piring prasmanan, kamera digital dan wireless. 

Beberapa barang tersebut hanya ada pada perencanaan APBDesa dan Laporan Realisasi 

namun tidak memiliki bukti fisik barang, hal ini membuat inventaris dan/ atau aset desa 

tersebut  menjadi tidak jelas. 

Selain itu juga, APBDesa Putak Tahun 2015 untuk bidang pemberdayaan 

masyarakat hanya terfokus pada belanja modal tanpa memuat program kerja tentang 

sosialisasi dan/ atau pelatihan keterampilan masyarakat seperti keterampilan menjahit, 

merajut, pemanfaatan bahan organik atau pun non organik, pengelolaan limbah pertanian 

dan pelatihan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Padahal berdasarkan 

Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang keuangan desa bahwa bidang pemberdayaan 

masyarakat desa terdiri dari belanja modal dan jasa serta pelatihan-pelatihan, sosialisasi 

ataupun program-program kerja pemberdayaan masyarakat lainnya yang menjadi 

kebutuhan masyarakat desa.  

Permasalahan-permasalahan yang terjadi mengidentifikasi bahwa pengelolaan 

APBDesa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Putak masih kurang maksimal, hal ini 

membuat masih banyaknya permasalahan masyarakat yang kurang bisa terselesaikan. 

Seharusnya dengan anggaran yang telah didapat, pemerintah Desa Putak dapat mengelola 

anggaran dengan baik dan dapat memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat.  

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini akan dibahas tentang “Efektivitas Pengelolaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Putak Kecamatan 

Gelumbang Kabupaten Muara Enim Tahun 2015”. Dengan penelitian ini, diharapkan 
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agar dapat membantu pembaca mengetahui Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Putak Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara 

Enim tahun 2015 dan semoga dapat membantu masyarakat Desa Putak agar dapat turut 

serta dalam pengawasan pelaksanaan atau realisasi APBDesa di Desa Putak Kecamatan 

Gelumbang Kabupaten Muara Enim, agar kedepannya pengelolaan APBDesa ini dapat 

sesuai dengan tujuan dari adanya APBDesa tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka masalah yang ingin diteliti dalam penelitian 

ini adalah Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDesa) di Desa Putak Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim tahun 2015 ? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah tersebut, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini adalah untuk mengetahui efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa Putak Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim tahun 2015. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat terkait dengan Efektivitas 

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Putak Kecamatan 

Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Berikut beberapa manfaat yang dihasilkan dalam 

penelitian ini : 

1. Manfaat Teoritis 

Temuan-temuan yang terdapat dalam penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi 

bahan kajian yang bermanfaat bagi Ilmu Administrasi Negara khususnya bidang 

Administrasi Keuangan Publik, dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan 

menjadi bahan referensi bagi peneliti dan pihak lain yang membutuhkannya; 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pemerintah, baik 

pemerintah desa maupun pemerintah daerah khususnya untuk pemerintah dalam lingkup 

Kabupaten Muara Enim dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). 
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